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ABSTRACT

The research is aimed to find out whether or not there were any significant inequality
between Gross of Regional Domestic Product and Level of Fiscal Autonomy among
regencies or cities in South Sumatera. To collect the required data in this research, the
writer used secondary data 1993-2005 periods. To measure the significant inequality
in Gross of Regional Domestic Product, the writer used Williamson Index. The result
of the research was analyzed by using SLS with program SPSS 11.5 Version. The
analysis showed that there were two significant correlations between variables. In
which, between Palembang and Lahat have positive correlation meanwhile the other
areas such as Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas,
and Musi Banyu Asin have negative correlation.

Key words: inequality of Gross of Regional Domestic Produclt,
Level of Fiscal Autonomy, Regional Income, and Total Regional Tax.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketimpangan PDRB dengan
Derajat Otonomi Fiskal antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Data yang
digunakan pada penlitian ini ialah data sekunder periode tahun 1993-2005. Salah satu
metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan PDRB adalah dengan
menggunakan Indeks Williamson. Metode analisis yang digunakan adalah SLS
dengan Program SPSS 11.5 untuk menentukan hubungan ketimpangan PDRB dengan
Derajat Otonomi Fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua hubungan
antara variabel. Palembang dan Lahat memiliki hubungan positif dan daerah lain
seperti Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas, dan
Musi Banyuasin memiliki hubungan negatif.

Kata Kunci : ketimpangan PDRB, Derajat Otonomi Fiskal, PAD, TPD.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia telah memberikan
keleluasaan bagi setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sosial,
politik, dan terutama kegiatan ekonomi daerah. Menurut Basri (2002 : 174) hakikat
otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang
memberikan keleluasaan mengembangkan potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh
setiap individu secara optimal. Penguatan otonomi daerah harus membuka
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu
yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya pemerataan (social
order). Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antardaerah dengan
jaringan pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang
dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu tingkat kesejahteraan
(Level of Playing Field).
Konsep dasar sistem pemerintahan otonomi daerah adalah memberikan
wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksankan pembangunan
daerahnya masing-masing sesuai dengan  peraturan yang dibuat oleh daerah itu

sendiri dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan

yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah.



Ada dua hal yang mampu diciptakan melalui pemberian kebijakan otonomi
daerah yaitu. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas
permasalahn lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa,
kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat,
dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk
menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian
daerah. Pemberian otonomi daerah diharapakan dapat memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh
mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (Mardiasmo, 2002: 4).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan
ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini
juga memberikan gambaran tentang sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah
pada periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat
yang ditunjukkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan per kapita. Oleh karena itu,
laju pertumbuhan merupakan salah satu variabel dari indikator ekonomi yang
merupakan kunci dalam pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan daerah dilihat dari pertumbuhan output
di dalam suatu perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu yang telah
memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Perekonomian di setiap daerah
terbentuk dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah. Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan keadaan perekonomian daerah



dan juga kemampuan daerah dalam mengelola sember daya alam yang dimiliki dan
disamping itu pula merupakan suatu gembaran mengenai dampak kebijaksanaan
yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah merupakan hal yang wajar
dalam konsep pembangunan nasional. Soeroso dan Biarratani dalam Sulistina (2005 :
2) mengungkapkan perbedaaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah telah
menarik modal dan tenaga kerja ke daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pola pertumbuhan
ekonomi daerah di Indonesia. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah
tertentu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan
antar daerah. Pembangunan di daerah yang tingkat kegiatan ekonominya tinggi
cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan di daerah yang
tingkat kegiatan ekonominya rendah.

Perbedaaan tingkat pendapatan antar daerah didasari oleh perbedaan
sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing propinsi. Perbedaan sumber daya
alam antar propinsi, terutama minyak dan gas, dan terkonsentrasinya perdagangan
dan pusat industri pada wilayah tertentu telah menciptakan pertumbuhan pada
daerah-daerah kantong. Faktor-faktor di atas menyebabkan perbedaan tingkat output
yang diproduksi dan tingkat pendapatan antar daerah semakin tajam.

Haryanto (2005 : 21) mengungkapkan bahwa besar kesenjangan tergantung
dari besar kecilnya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti perbedaan struktur

sosial ekonomi dan distribusi spasial dari faktor-faktor endowment. Kesenjangan



antar daerah semakin nyata keberadaanya sehubungan dengan kekacauan sosial
ekonomi dan ketidakmobilan sumber-sumber ekonomi.

Sehubungan dengan adanya perbedaan potensi daerah yang dimiliki, maka
Susetyo (1995 : 1) menyatakan bahwa pembangunan daerah mendapat perhatian
yang serius sehingga berbagai sumber pembangunan akan teralokasi ke daerah guna
mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada suatu daerah merupakan tolak
ukur dalam menilai dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan khsususnya di
bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut dibentuk dari berbagai macam sektor
ekonomi, yang secara tidak langsung merupakan gambaran dari tingkat perubahan
ekonomi yang terjadi. Tabel 1.1 menunjukkan keberhasilan dari pembangunan antar
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat dari perkembangan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1.1
Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Berdasarkan Harga Berlaku Tahun Dasar 2000
(jutaan rupiah)

No | Kota/Kabupaten 2001 2002 2003 2004

1. | Palembang 12.316.403 14.531.879 17.140.581 19.397.647
2. | OKU 4.642.490 5.124.189 5.642.299 2.908.811
3. | OKI 3.528.699 3.926.851 4.313.889 3.136.471
4. | Muara Enim 7.153.609 6.703.621 7.509.230 8.412.484
5. | Lahat 2.782.893 2.893.809 2.889.172 3.189.102
6. | Musi Rawas 3.279.873 2.806.295 3.148.080 3.565.320
7. | Musi Banyuasin 13.232.196 | 14.095.130,53 11.215.237 13.622.317

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota Indonesia, 2001-2004.




Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB ketujuh
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan masing-masing berbeda. Jika dilihat PDRB
masing-masing kabupaten dari tahun 2001 hingga 2004, Kota Palembang merupakan
daerah yang PDRB terbesar sedangkan Lahat merupakan wilayah terendah. Rata-rata
PDRB Kota Palembang selama periode tersebut yaitu sebesar 15.846.639,78 juta
dengan pertumbuhan sebesar 16,37 persen. Kabupaten Lahat memilki nilai PDRB
hanya sebesar 2.939.247,56 juta dengan pertumbuhan sebesar 4,76 persen. Jika
dilihat rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan, wilayah OKU dan OKU memiliki
pertumbuhan yang menurun yaitu sebesar (-9,32) dan (-2,05).

Di sisi lain pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang
cukup menentukan, bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengembangkan
sumber-sumber PAD, karena derajat otonomi fiskal suatu daerah tolak ukurnya
ditentukan dengan merasiokan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan
daerah (Kuncoro, 2004 : 8). Peningkatan PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya yaitu faktor pendapatan per kapita masyarakat serta pertumbuhan
ekonomi. Naik turunya faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya
PAD. Semakin besar pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi pertumbuhan
ekonomi daerah maka semakin besar pula kenaikan PAD.

PAD yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah memiliki potensi
yang cukup besar terhadap penerimaan setiap daerah. Dari Tabel 1.2 di tunjukkan
bahwa penerimaan PAD dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara

garis besar mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa



kebijakan otonomi tersebut dapat menggali potensi ekonomi dari seluruh

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Tabel 1.2

Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2000-2004

(jutaan rupiah)

No. | Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005
1. | Palembang 35.501,29 | 36.037,25 | 57.496,30 | 76.137,95 | 92.504,03
2. | OKU 923542 | 8.312,54 | 16.853,72 | 17.151,24 | 18.332,44
3. [ OKI 9.277.43 | 10.734,44 | 13.824,12 | 16.132,12 | 10.212.08
4. | Muara Enim 20.024,26 | 16.512,27 | 27.078,41 | 37.048,19 | 34.819,45
5. | Lahat 6.039,56 | 7.363,57 | 10.138,49 | 13.311,56 | 18.332,44
6. | Musi Rawas 10.571,50 | 8.687,61 | 13.133,82 | 11.938,33 | 12.001,81
7 Musi Banyuasin 8.826,89 | 11.095,13 | 23.880,87 | 25.543,46 | 10.367.50

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Kabupaten/Kota, 2001-2005.

Jika dilihat Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa potensi PAD masing-
masing daerah memiliki perbedaaan yang relatif besar. Terlihat bahwa penerimaan
PAD terbesar adalah Kota Palembang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,74
dan nilai PAD sebesar 41,034 juta. Tetapi Kabupaten Musi Rawas merupakan
wilayah yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 6,19,
sedangkan Lahat merupakan wilyah yang memiliki PAD terendah. Kondisi yang
berbeda ini mengindikasikan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai
pembangunan tiap daerah memiliki porsi yang berbeda.

Mengingat kondisi dan potensi yang berbeda antara masing-masing daerah
membawa konsekuensi adanya perbedaan kemampuan dalam menggerakkan kegiatan

pembangunan dan menggali potensi daerah yang ada sehingga dapat menimbulkan



berbagai persoalan pada masing-masing daerah, terutama menyangkut kemampuan
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah.
Adanya perbedaan baik dari segi PDRB maupun potensi PAD antar daerah, maka
akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah. PDRB yang berbeda akan
mempengaruhi potensi PAD setiap daerah yang pada akhimya akan mempengaruhi
derajat otonomi fiskal atau kemandiran daerah dalam membiayai pembangunan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis
bagaimana hubungan ketimpangan PDRB dengan derajat otonomi fiskal antar

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis
tertarik untuk membahas masalah mengenai :
1. Berapa besar tingkat Ketimpangan PDRB yang terjadi di Sumatera Selatan.
2. Berapa besar tingkat Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota di

Sumatera Selatan.

3. Bagaimana hubungan ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal

antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui :

1.

Untuk melihat berapa besar tingkat Ketimpangan PDRB yang terjadi di
Sumatera Selatan.

Untuk melihat berapa besar tingkat Derajat Otonomi Fiskal (DOF) antar
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Untuk melihat hubungan ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal

antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

2.

Dengan dilakukan penulisan ini, maka diharapkan dapat bermanfaat :
Bagi Kalangan Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan
atau referensi untuk pengembangan kajian ilmu yang berkaitan dengan
pembangunan daerah selanjutnya.
Bagi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan agar lebih baik.
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